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PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
158/1978 dan 0543b/U/1987, tanggal 12 Januari 1998.

1. Konsonan
Fonemkonsonan Baa@sa Arab yang dalam system tulisan
Arab dilambangkan deng dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan deng3 3 gian di lambangkan dengan

3 Zal 2 zet (dengan titik di
atas)
Ra R Er
J




. Zai Z Zet
J
Sin S Es
o
P Syin Sy esdan ye
Sad $ es (dengan titik di
S
bawah)
. Dad de (dengan titik di
o
bawah)
1 te (dengan titik di

‘ bawah)
3 engan titik di
7 wah)
4 L kO balik (di
as)
e

f

i

Wau W

Ha H Ha

Hamzah ' Apostrof

J' | [N
4

Vi



Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Aral

terdiri dari vocal tungg
diftong.

1) Vokal Tungg

perti vocal bahasa Indonesia yang
poftong dan vocal rangkap atau

gangnya berupa tanda

Nama
A
| Kasrah I
Dhammah U
2) angkap
gkap dalam bahasa JY lambangnya
pertpa gabungan antara harkat dan ) yaitt®

Nama Huru

athah dan ya a da
- fw
I
Jad - fa’ala
84 - Zukira
LaX - yazhabu
s -su'ila
SEES - kaifa

vii



ds - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf Nama
huruf dan tanda
S A a dan garis di

atas
i dan garis di
atas
dan garis di

- qila

apat harakat sukun,

3. Kalau pada kata terakhir denagn ta 'marbutah diikuti oleh kata
yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta ‘'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

Jub Y1 4535 - raudah al-agal
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- raudatulafal

85 54l Al - al-Madinah al-Munawwarah
- al-Madinatul-Munawwarah
FEUS - talhah
5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab
dilambangkan denga ah tanda, tanda syaddah atau
tasydid, dalam ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan yaitu  huruf  yang

ddahitu.

tulisan Arab dilamb
ansliterasi i kata sa
diikuti oleh huruf sy ata sandang
gamariyah.

ang diikuti oleh huru
dang yang diikuti

huruf, yaitu

syamsiyah

huruf gamariyah
riskan di depan dan

sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh:
Jas - ar-rajulu
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YV - as-sayyidu

Sl - as-syamsu
Al - al-galamu
ol - al-badi’u
BN - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di d

apostrof. Namun, itu

tengah dan diakhir

dilambangkan,
Contoh:

ahwa ditransliterasikan dengan
bagi hamzah yang terletak di
itu terletak diawal kata, isi
rupa alif.

ya setiap kata, bai i aupun harf
nya kata-kata tertentu
azim dirangkaikan d

Wainnallahalahuwakhairrazigin
OV a3 B0V 8315 Wa auf al-kaila wa-almizan
Wa auf al-kaila wal mizan
JHAN 2a1 ) Ibrahim al-Khalil
Ibrahimul-Khalil



9. Huruf Kapital

Llsas el da all ol Bismillahimajrehawamursaha
o il s Gl e i Walillahi ‘alan-nasi hijju al-baiti
S 43) ¢ Uail manistaza ’a ilaihi sabila
Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti

manistaza’a ilaihi sabila

Arab huruf kapital tidak
sebut digunakan juga.

& - 2 taj
5 031 &)

50 78

a0 g

Penggunaan huruf awal capital hanyauntuk Allah bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

Xi



C )i g all (3 Hlad Nasrunminallahiwafathungarib
e 5aY) 4 Lillahi al-amrujami’an
Lillahil-amrujami’an
e (ol 38 ans Wallahabikullisyai’in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka ya

pedoman transliteragi
dengan llmu Taj

ini perlu di s

inkan kefasihan dalam bacaan,
agian yang tak terpisahkan
4an pedoman transliterasi
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ABSTRAK

Deanova, Rico. 2024. Inkonsistensi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 78/PUU-XXI/2023. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M

Mahkamah Konstit
kekuasaan kehakiman
mengharmoniskan
berbenturan mela

akan salah satu lembaga
penting dalam
egara yang sering

Salah satu

78/PUU-X

didalam me

norma saja, a mempunyai peran s legislature
dengan men nambah kata didalam t (1) KUHP,

dikan -Putusan Mah
I inkonstitusional ber
tertarik unt lebih dalam terhada
ui terkait konstruksi
ukan putusannya ser
tusan tersebut. Dalam

tusi Nomor
itu, peneliti
sebut yang
digunakan

hal tersebu

us pada persoalan
inkonsistensi putusa 78/PUU-XX1/2023.
untuk itu, penelitian ini menggunakan hukum normatif atau doktrinal
sebagai bidang kajiannya. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti
mencakup pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan
hukum primer berupa undang-undang sebagai bahan utama, dan bahan
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hukum sekunder berupa literatur atau jurnal sebagai penunjang dalam
penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa
identifikasi peraturan undang-undang, inventarisasi, serta klasifikasi dan
sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan pokok masalah didalam
penelitian. Untuk itu stuidi yang digunakan yaitu studi dokumen. Analisis
bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunkan metode
preskriptif.

Hasil dari penelitian ind

truksi hukum yang digunakan
MK menghapus Pasal 14

peran ganda
legislator dan pos or, adanya
ng menyebabkan m ekhawatiran
dalam pene , serta menggabung pasal yang
berbeda dal n, hal tersebut bisa kurangnya
pemisahan ngenai bagaimana s nalisis dan
diinterpreta

ahkamah Konstitusi, Konstru
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ABSTRACT

Rico Deanova. 2024. Inconsistency In Constitutional Court Decision
Number 78/PUU-XXI/2023. Thesis of the Constitutional Law Study
Program, Faculty of Sharia. K. H. Abdurrahman Wahid State Islamic
University, Pekalongan.

Supervisor Ayon Diniyanto, M. H

The Constitutional C f the judicial institutions that

orm, butalsohasar
rds in Article 310 par he Criminal
nstitutional Court D
constitutional.-For th
ecision in more depth
sed by the Constit
s and to find out what
expectedto provide b
provide references i

by changing
Code, this
XX1/2023 ¢
interested in
the legal
determining
the decision.

XX1/2023. For this
field of study. The r archers includes the
statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal
materials used in this study are primary legal materials in the form of laws
as the main material, and secondary legal materials in the form of
literature or journals as support in the research. The technique of
collecting legal materials in this study is in the form of identification of
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statutory regulations, inventory, and classification and systematization of
legal materials that are in accordance with the main problem in the
research. For this reason, the study used is a document study. The analysis
of legal materials used by researchers is by using the prescriptive method.

The results of this study are that the legal construction used by the
Constitutional Court judges is in the form of legal refinement, because the
Constitutional Court has removed 14 and Article 15 of Law Number
1 of 1946 which are considere to the rights of citizens. This is

in accordance with the pri ment where a written law
that is detrimental to ed in order to achieve
justice. Regarding i results of the study
state that there ' i

namely the d

and a positi hich causes
the emergen mbining the
testing of dif in one decision, this c ack of clear

separation r i eacharticle is‘analyz i eted.

Court, Legal Constr istency
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga
kekuasaan kehakiman vy empunyai peran penting dalam
mengharmoniskan hu lembaga negara yang sering
berbenturan melaluj n MK merupakan putusan

or 78/PUU-
ng pertama
gan pasal 27
r 19 Tahun
r 11 Tahun
(Lembaran
Tamabahan
tidak dapat

onan para pemoh
45 ayat. (3) Undang-
bahan Atas Undang-
rmasi dan Teransak
ndonesia - Tahun 201
Republik Indonesia

akan Pasal 14 dan 15 ng Nomor 1
tentang Peraturan. Hukum Pi i
42 |1 Nomor 9) ber

Undang-Undang
Hukum Pida sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu
hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,
diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

!Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), 19.



ratus rupiah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Barang siapa sengaja
menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan
menudukan suatu hal den a lisan, yang dimaksudnya terang
suapaya hal itu diket diancam karena pencemaran
dengan pidana penj mbilan bulan atau pidana

MK sebagai salah
wal berjalannya
istilah “the
emutuskan

berkaitan dengan , memiliki

tive Legislature yan uk menolak

atau setiap norma..yang a tersebut
i nan terhadap ‘Undan sar Negara
a Tahun 1945 (yang itulis UUD

tusan tersebut dinila ten didalam

sannya dimana MK

pada suatu peraturan atau Undang-Undang yang sedang dalam
kajian hukum (judicial review), maka Mahkamah Konstitusi
dengan sendirinya telah memperluas kekuasaan kemampuannya
sebagai positive legislature.®

2Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.78/PUU-XX1/2023

3Mardin Wibowo, Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang, (Depok:
Rajawali Pers, 2016), 98-99.



Inkonsistensi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
bahwa didalam putusannya tidak menerima permohonan para
pemohon berkaitan dengan pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian menghapus
atau menghilangkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 yang dapat menimbulkan kekosongan hukum,
sedangkan Pasal 310 ay dianggap sebagai Inkonstusional
bersyarat dengan men erapa frasa didalam ayatnya
yang tercantum di hkamah Konstitusi No.

rtarik untuk

an ini dengan bebe , bagaimana
dari radanya- putus Konstitusi
X1/2023? dan ‘bagaim nsi putusan

usi tersebut?
masalahan‘tersebut, m gin meneliti
sebut dengan jud SISTENSI
78/PUU-

kamah

Mahkamah
Konstitusi No.78/PUU-XX1/2023?



C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya
yaitu:
1. Mengetahui  Konstruksi Hukum Dari Putusan Mahkamah
Konstitusi Tersebut.
2. Mengetahui  Inko

alam Putusan Mahkamah

berikan beberapa

an pengembangan tama terkait
tata negara.

dari’ penulisan ini an manfaat
, Yyaitu' ‘dapat mem
ebijakan hukum di |
k

suatu penelitian, pe
didalamnya terdapa

imensi sosial yang
dianggap relevan oleh para ahli.’
1. Teori Negative Legislature
Moh. Mahfud MD. menegaskan terkait dengan teori
negative legislature didalam bukunya yang berjudul “Konstitusi

4Sumitro, Ronny H, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),
37.
>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 125.



dan Hukum Dalam Kontroversi Isu”, didalam buku tersebut
dijelaskan mengenai negative legislature yang mempunyai arti
sebagai tindakan atau pegguatan Mahkamah Konstitusi untuk

Pasal 10 Ayat
Mahkamah

2020 tentang Perub
24 Tahun 2003 tenta
ebut Undang-Undan
tuk mengatur_kekuas
uasaan/wewenang un

Konstitusi®
Konstitusi)
h Konstitusi
n pengujian
UUD 1945.
guji semua
mpunyai alasan

alnya.®
kamah Konstitusi
apabila dit asal, ataupun seluruh
Undang-Undang yang dianggap berlawanan dengan Undang-

®Moh Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), 280.

"Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

8Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-Tiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “

®Irene Angelita Rugian, Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman) Jurnal Konstitusi 18 no.2
(2021), 461.



Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi
bertindak sebagai negative legislature atau pembatal norma.
Mahkamah Konstitusi Sebagai negative legislature
hanya dapat membatalkag@aorma yang sudah ada didalam suatu
peraturan bila berlaw, n UUD 1945, maka Mahkamah
Konstitusi sehar olehkan menambah norma-

Mahfud MD.
dan Hukum
mengatakan
badan yang
Perwakilan

legislature . ialah sua
lembaga negara sep

dan Pemerintah yan kekuasaan
k suatu peraturan.!!
ah Konstitusi ialah a peradilan

itusionalitas
materil dan
itusi tertuli

ai wewenang untuk
dan dapat melakuk
945 hanyalah sebagi
konstitusionalitas tu

berpikir dengan pertimbangan yang sempit, lebih spesifiknya
hanya melihat apakah Undang-Undang tersebut berlawanan

OMmartitah, Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature,
(Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 10.

I Moh Mahfud MD, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), 280.

123immly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretariat Jenderal
Dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta, 2005) him.57.



dengan UUD 1945 atau tidak. Mahkmah Konstitusi perlu
mampu melihat serta menjangkau prespektif yang lebih luas.
Demikianlan yang dinamakan dengan positive legislature.™
Hakim Mahka Konstitusi didalam mengambil
keputusan secara egislature berdasarkan dua
pertimbangan hu , memberikan pelindungan
terhadap hak negara dan yang kedua,

nemuan hukum dila ada kalanya
tidak ‘lengkap atau iki fsiran yang
gan demikian hakim hukum dan
an hukumnya:Hal ini n penemuan
vinding). Teori ten an hukum
nnyaan mengenai in
undang-undang.*

si hukum pada dasar
hal diantaranya:

d. Terjadi
Untuk mengisi kekosongan undang-undang, hakim
menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih

31bid,.8.

14 Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya
Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of
Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, 225.
https://jurnalfsh.unisa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/433

15 Ibid., 241.



https://jurnalfsh.unisa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/433

lanjut suatu teks undang-undang. Artinya, hakim tidak lagi
berpegang pada bunyi teks undang-undang, namun hakim juga
tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem.®

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan dari bebesfi®a penelitian yang relevan yang
mengkaji terkait judul yz ibuat, baik dalam bentuk skripsi,
jurnal, tesis dan lain okus yang berbeda. Berikut
beberapa karya i

Persamaan
enelitian
Dalam  pe penelitian
ini mem§i i memiliki
mengenai kes an  terkait
bagaimana da de putusan
putusan M3 ah
inkonstitusional Ko si  yang
bersyarat terha be
kepastian huku ink tusional
be it

itian
I memiliki
kesamaan terkait

dengan
Di mengenai implikasi | konsistensi
Mahkamah hukum dan praktik | penerapan
Konstitusi inkonstitusional inkonstitusional
bersyarat di | bersyarat didalam

16 1bid., 231.



utus
kars

Efer  Musa | Mahkamah Mahkamah
Tamungku, Konstitusi. Konstitusi
Donald A
Rumokoy,
Toar Neman
Palilingan
ejournal.unsr
at.ac.id, 2023

3 | Dinamika Dalam penelitian
Mahkag ini memiliki
Kog esamaan terkait
r sistensi

ahkan
Konstitusi

idici dimana skan
eVie putusan:  terse judicial
una memberikan

i dampak * terha

ma positif.  Legisl

rna dan cara panc
dari’ hukum is
melihat
permasalahan

tersebut

Penelitla
penelitian seft
ciri khas terseffd

JEne

M ¢
pe

Nnydng sudd

amah
si dalam

an perbedaan dari

an ini tentu memiliki

da sebelumnya yaitu

didalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya yaitu
terkiat dengan ketidakkonsistennya Mahkamah Konstitusi dalam
menetapkan putusannya dalam putusan No.78/PUU-XXI1/2023.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Peneliti dalam penelitian ini lebih fokus pada persoalan
inkonsistensi pada putusap Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-
XX1/2023. Oleh seb enelitian hukum normatif atau
doktrinal menjadi nya. Dari pandangan Peter

yses the relat
difficullty and,
doktrinal ialah
an klarifikasi yang ap prinsip-
ng mengatur kelom enganalisa
antara pedoman, me i asalah, dan
emprediksi kejadian
ukum normatif diseb an doktrinal
lain ¢ penelitian yan

les, explain
icts future

nt.

ini

diantaranya:

"Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2011, 32.

1850erjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 14.
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a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)
Metode pembahasan penulis mengenai penelitian ini
yaitu dengan melakukan pendekatan dengan perundang-
undangan (Statute Approach), yang berarti cara untuk dapat
memahami eluruh terkait dengan aturan
perundangan- memiliki keterkaitan dengan
ini sedang ditangani.'®
dang-undangan yang

003 Tentang Mahk
mor 1 Tahun’ 1946
dang-Undang Nomor
Atas/Undang-Undan

ran Hukum
16 Tentang
ahun 2008

formasi ‘dan Transak: Keputusan
Konstitusi No. 78/PU

Studi Kasus (Case

ng digunakan dala ini dengan

perkara-perkara  yan
yang dihadapi
lemba i iliki

diterapkan adalah
metodologi yang bergantung pada anggapan atau ajaran
yang telah tecipta dalam ilmu hukum.?! Inkonsistensi dalam

19Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing Malang, 2007, 302.

2peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2017), 134.

21pid, 177.
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Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI1/2023
menjadi fokus dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud rzuki menegaskan, bahwa bahan

ita acara pada saat
ndangan.?? Didalam
primernya:

ia Tahun 1945
0 Tentang
Nomor 24

003 Tentang Mahka
-undang  Nomor 1
n Hukum Pidana

ndang=Undang Huku
-Undang Nomor 1
an Atas Undang-Und
Informasi dan Trans
Mahkamah Konstitu
um Sekunder

, idalam
il beberapa bahan

1) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang
mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.
2) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini.

22 | bid, 141.
23 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, 318.
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3) Hasil dari adanya penelitian terdahulu yang mempunyai
keterkaitan dengan penelitian ini.
4) Doktrin-doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan
penelitian ini.
4. Teknik Penumpulan Ba
Tata cara dala
penelitian ini m

Hukum

ulkan bahan hukum didalam
| peraturan undang-undang,
jstematisasi bahan hukum

n data elektronik. D

ikumpulkan™ berdasa
4

tas dalam penelitian i but dengan
elibatkan pelaksana i tau analisis
an data dengan bant i
penelitian ini meto
riptif, 'yang berarti

isan digunakan untuk
memberikan suatu gambaran dari adanya pokok-pokok
permasalahan yang ada didalam suatu ringkasan yang diuraikan

24 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 312.
25 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), 429.
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pada masing-masing bab. Dalam penelitian ini, sistematika
penulisannya diantaranya:

BAB | PENDAHULUAN: Terdapat latar belakang suatu
permasalahan yang dijadikan objek penelitian, rumusan masalah
berupa pertanyaan yang muncul sesuai dengan latar belakang,
tujuan penelitian berupa tujuan yang dimaksud dari adanya
permasalahan sebagai obj elitian, manfaat penelitian yang
bisa didapatkan, keran bagai acuan dalam penelitian,

g melandasi
alisis dalam
ebelumnya,
membentuk
persiapkan

turunan dari tem
nya yang dimana inf
eori ~yang.. berguna
takan dalam bab ini.
DE PENELITIAN:
el data, variabel pene
, serta analisi data, se
de tesebut akan

BAB V , serta keterbatasan
penelitian ada di bab ini sebagai akhir dari laporan penelitian yang
telah dibuat



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan konstruksi
hukum dapat melalui tiga cara yaitu dengan cara analogi,

contrario. Putus Konstitusi No. 78/PUU-
ri putusan tersebut, maka
ang digunakan oleh

ilakukan secara

imana dalam

14 dan Pasal

a dianggap

hukum n hak-hak
seseorang dalam m kritik atau
uka “umum. Sedang emberikan
dalam Pasal 310 ay Mahkamah
berikan" putusannya nstitusional
n mengganti beberap a pada pasal
i dengan penjelasan t san hukum,
lusan hukum sejatin salah satu

emuan ‘hukum oleh
prinsip suatu
n nga

15
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keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada
peraturannya, yang apabila diterapkan pasal tersebut
sepenuhnya akan menimbulkan suatu ketidakadilan.
Reschtsverfinjing dilakukan apabila penerapan hukum tertulis
sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan
sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak
diterapkan secara lain ila hendak dicapai suatu keadilan.
Hal tersebut sesuai an Mahkamah Konstitusi No.

ang-Undang
UHP yang
nstitusional bersya i nkonsistensi
nyebab.inkonsistensi Mahkamah
ebut.-ada. tiga fakt . Pertama,
ganda (positive legislator)
nstitusi dalam satu put
ive legislator, nam ini
erjadi ketika MK gai posistif
an merumuskan Pa

sebagai Ih berperan sebagai
pembuat i al tersebut akan
mengarah pada potensi konflik dalam tugas utama MK. Kedua,
adanya ketidakpastian hukum terutama karena pasal-pasal yang
dihapus terkait “berita bohong” (Pasal 14 dan Pasal 15 UU No.
1 Tahun 1946) ternyata masih memiliki substansi yang sama
dengan pasal-pasal yang ada di KUHP baru. Pasal 263 ayat (1)
dan (2) serta Pasal 264 KUHP baru, yang mengatur isu serupa
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mengenai penyebaran berita bohong, tetap berlaku meskipun
pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1946 sudah di hapus oleh
MK. Ketiga, adanya kekhawatiran dalam penegakkan hukum
dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-
XX1/2023, adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum
terkait penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun
1946, dimana adanya pastian terletak pada pasal-pasal
tersebut dihapus a I-pasal yang memiliki muatan
yang sama ku. Kemudian adanya
ang tidak memberikan
sal terebut apakah

hkamah. Konstitusi -XX1/2023,
nya terdapat “beber yang tidak
ersebut menimbulkan dikalangan

laupun para.aktivis di
ini karena akan terj
warga negara namun

1. Harus lebih teliti dan lebih tegas dalam merumuskan
putusan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan
kekhawatiran penegakkan hukum dikemudian hari
pasca putusan tersebut dikeluarkan.

2. Setelah ditetapkannya hasil putusan tersebut, perlu

adanya penyuluhan hukum bagi penegak hukum serta
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masyarakat luas agar putusan tersebut dapat diterima
oleh semua kalangan dan agar putusan tersebut tidak
disalahgunakan dimasa yang akan datang.

. Perlu adanya reformasi peraturan yang lebih modern
dan  berorientasi pada perlindungan  hak-hak
konstitusional warga negara serta harus adanya
edia yang bisa menjadi solusi
ang-undang yang dibuat bisa
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mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain
secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN

Saya bersedia untuk menanggung secara
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

pekalongan, 07 November 2024
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